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Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024
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Reformasi Birokrasi



REFORMASI BIROKRASI

“To improve the administrative 

performance of individuals, groups, 

and institution and to advice them how 

they can achieve their (operating) 

goals more effectively, more 

economically, more quickly”

?

?

?

?



• Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan

tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.

• Potensi penyelewengan terhadap jabatan, keuangan, dan lain sebagainya bisa menjadi Moral Hazard

dan harus ditertibkan

• Peraturan efektif dan efisien diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari kegiatan reformasi birokrasi

REFORMASI BIROKRASI

PERKEMBANGAN 

PARADIGMA 

TATA KELOLA PEMERINTAH

LESSON LEARNED

Perkembangan 

OPA, NPA, dan NPM, hingga 

Dynamic Governance

Pembelajaran terhadap 

beberapa negara terkait 

perkembangan reformasi 

birokrasi



RB belum berdampak 
signifikan pada 

capaian
pembangunan  
nasional dan 

penyelesaian isu hilir

Komitmen kepala 
daerah dalam 

mengawal program 
RB masih minim

Ego Sektoral yang 
membuat pelaksanaan 

RB masih parsial

Komitmen leading 
institution untuk 

mengawal program RB 
Nasional belum 

komprehensif hingga 
level bawah

RB kerap dipandang 
sekedar formalitas 

dan pemenuhan 
dokumen semata

Sumber : Kementerian PANRB, 2021

TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI



KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

ROAD MAP 2015-2019

Periode II

Implementasi hasil yang 

telah dicapai dan

melanjutkan upaya yang 

belum dicapai pada

berbagai komponen

strategis birokrasi

pemerintah pada lima 

tahun pertama.

Perpres No. 81 Th. 2010 Grand Desaign Reformasi

Birokrasi Nasional  2010-2025

PERFORMANCE BASED 
BUREAUCRACY

ROAD MAP 2010-2014

Periode I

Penguatan birokrasi

pemerintah dalam rangka

mewujudkan

pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN, 

meningkatkan kualitas

pelayanan publik kepada

masyarakat, serta

meningkatkan kapasitas

dan akuntabilitas kinerja

birokrasi. 

RULE BASED 
BUREAUCRACY

ROAD MAP 2020-2024

Periode III

Peningkatan kapasitas

birokrasi untuk menjadi

pemerintahan kelas

dunia.

DYNAMIC 
GOVERNANCE



• Evaluasi  RB
• Evaluasi AKIP

• Evaluasi ZI WBK/WBBM (Proses  &  Hasil)

Pemerintah belum 
bersih, kurang 
akuntabel dan 
berkinerja rendah

Pemerintah 
belum efektif dan 
efisien

Pelayanan publik 
masih buruk

Pemerintah yang 
bersih, akuntabel, 
dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang 
efektif dan efisien

Pelayanan publik 
yang baik dan 
berkualitas

From:
Bad Governance

To: 
Good Governance

Hasil Antara

Perubahan Isu Strategis

Birokrasi

✔ Mindset  (pola pikir)

✔ Culture set (budaya 
kerja)

Prinsip Pelaksanaan RB:
Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, 

Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor

Pelopor 

Penggerak Perubahan

(Agent of Changes &

Role Model)

Kapasitas 

Assesor 

PROSES  PERBAIKAN  
8 Area Perubahan

✔ Percontohan  

Unit Kerja WBK/WBBM

Sumber: KemenpanRB RI

Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



MANAJEMEN 
PERUBAHAN

DEREGULASI 
KEBIJAKAN

ORGANISASI

TATALAKSANA

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENGAWASAN

PELAYANAN 
PUBLIK

SDM

PEMENUHAN
/ MANDATORY

(20%)

Indeks Kepemimpinan
Perubahan

Indeks Reformasi 
Hukum

Indeks Kualitas 
Kebijakan

Indeks Kelembagaan

Indeks SPBE

Indeks Arsip

Indeks PBI

Indeks Pengelolaan 
Keuangan

Indeks Pengelolaan 
Aset

Indeks Perencanaan

Maturitas SPIP

Kapabilitas APIP 
(IACM)

Indeks SIN

Indeks Resiko

Kepatuhan Pelayanan
Publik

Indeks Inovasi

Indeks Pelayanan 
Publik

Indeks Profesionalitas 
ASN

Indeks Sistem Merit

PENGUNGKIT (60%)

HASIL ANTARA: 
(10%)

HASIL (40%)

AKUNTABILITAS KINERJA 
DAN KEUANGAN

KUALITAS PELAYANAN 
PUBLIK

PEMERINTAH YANG BERSIH 
DAN BEBAS KKN

KINERJA ORGANISASI

10%

10%

10%

10%

NILAI SAKIP OPINI BPK

IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 
Publik)

IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)

CAPAIAN KINERJA
SURVEY INTERNAL 

ORGANISASI

KINERJA LAINNYA



Manajemen
Perubahan



MANAJEMEN PERUBAHAN

Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi merupakan 

hal yang akan dicapai untuk mencapai hal tersebut diperlukan internalisasi 

paradigma pola pikir kepada seluruh ASN berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 

2014 tentang ASN. Maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk 

mengganti paradigma yang lama.

Sehingga karakter dan budaya kinerja ASN lebih berintegritas, profesional, 

netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang 

berkualitas bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur 

perekat, dan pemersatu bangsa.



INDIKATOR PENILAIAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

TIM REFORMASI  
BIROKRASI

ROADMAP
REFORMASI
BIROKRASI

PERUBAHAN  
POLA PIKIR DAN  

BUDAYA 
KINERJA

PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI 

REFORMASI  
BIROKRASI

KOMITMEN PIMPINAN

MEMBANGUN BUDAYA  
KERJA

MANAJEMEN  
PERUBAHAN

• Jumlah Agen Perubahan
• Jumlah Perubahan yang dibuat
• Jumlah Perubahan yang telah  

diintegrasikan dalam sistem  
manajemen

Aspek Pengungkit Aspek Reform

KOMITMEN DALAM PERUBAHAN



KEGIATAN LEVEL MIKRO
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Program/Area 
Perubahan

Indikator Kegiatan

Manajemen
Perubahan

• Indeks
Kepemimpinan
Perubahan

• Pengembangan dan Penguatan nilai-
nilai untuk meningkatkan komitmen dan
implementasi perubahan (reform);

• Penguatan nilai integritas;
• Pengembangan dan Penguatan peran

agen perubahan dan role model; dan
• Pengembangan budaya kerja dan cara

kerja yang adaptif dalam menyongsong
revolusi industri 4.0



LKE REFORMASI BIROKRASI
(PENGUNGKIT & REFORM)



LKE REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT)



LKE REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT)



LKE REFORMASI BIROKRASI (REFORM)



Minimal 1 
Bukti Dukung

Minimal 1 
Bukti Dukung

Minimal 1 
Bukti Dukung

MELENGKAPI BUKTI DUKUNG REFORMASI BIROKRASI
BERBASIS LKE RB



CONTOH MANAJEMEN PERUBAHAN BPS

Sumber: Reformasi Birokrasi
Badan Pusat Statistik



BUDAYA PROMISE

Profesional, Melayani,
Integritas, Inovasi dan
Sinergi

BUDAYA K3

Keselamatan, Keamanan,  
dan Kesehatan Pegawai  
Layanan menjadi prioritas

BUDAYA MUTU
Penerapan sistem ISO  
9001:2015 dan ISO

17025:2017 dalam

pelayanan

INOVASI KEBIJAKAN
• Juru Timbang (Kang UJANG) &  

Komunitas ibu-ibu PKK(Ceu Ati)

• Pengawasan Post Border (Analyzing 

Point & e-Reporting)

• SIM PKTN

LABORATORIUM KREATIF
Pembentukan laboratorium  
kreatif untuk mewadahi  
pegawai dalam produksi  
konten dan kegiatan

AKTIVASI MEDIA SOSIAL
Penyebaran informasi  
memanfaatkan seluruh  
channel: Instagram, Facebook,  
Youtube, & Website

TATA KELOLA PEMERINTAHAN BAIK

• Laporan Keuangan WTP 8 Tahun

Berturut-turut

• Juara Umum WTA 2018 +  

Peringkat 2 WTA 2019 Kemendag

f

PENGHARGAAN NASIONAL
• Pelayanan Publik Prima Kategori “B”

(KemenpanRB, 2019)
• Peringkat ke-2 Penghargaan PPNS Terakti

(Polri, 2019)

• Siswas PK – Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

(KemenpanRB, 2016)

PENGAKUAN INTERNASIONAL
• Nominasi OIML Award for Countries  

and Economies with Emerging  

Metrology System

• Sertifikat pengujian BPMB diakui di 2

Negara (Sri Lanka & Jepang)

Perbaikan Budaya Kerja Inovasi dan Kreativitas Kerja Peningkatan Kinerja Organisasi

2

CONTOH

Manajemen Perubahan menghasilkan perbaikan budaya kerja yang mendorong penciptaan inovasi dan kreativitas
kerja, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi



Manajemen Perubahan:
Menyajikan dan mendeskripsikan SK agent of change,
langkah konkrit manajemen perubahan, inovasi kinerja

Menyajikan dan mendeskripsikan Tindaklanjut RB 
beserta bukti serta rencana aksi reformasi 
birokrasi

TIPS MENYIAPKAN EVALUASI 

REFORMASI BIROKRASI 
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